TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN HARTA KEKAYAAN
PERKAWINAN SEBAGAI KONSEKWENSI ATAS HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI MENURUT. UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

ABSTRAK SKRIPSI

OLEH

DEWI ELITAWATI

NRP 2880266
NIRM 88. 7. 004. 12021. 28021

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYAR
1992



Surabaya, 28 Oktober 1992

Mahasiswa yang bersangkutan

Dewi Elitawati

Mengetahui

Dekan Pembimbing

13 » 1] / - .
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. Moedjiono, S.H.

M

Johan Sidharta, S.H., M.S.

———




Harta kekayaan perkawindn mempunval paranan vyang
penting dalam kehidupan rumah tangga karena dengan adanya
harta kekavaan perkawinan segala keperluan rumah tangaoa
dapat terpenuhi sehingga dapat menunjang kebahagiaan dan
kesdjahteraan keluwarga. Oleh karerna harta kekayaan per-—
Lawinan mempunyal peranan vang penting biasanya menjadi
Bibit masalah dalam keluarga sehimgga mengakibatkan ke—
Mfidupan keluarga tidak harmonis atau mungkin dapat asng-
akibatlkan perceraian, yang témbul karena penggunaan harta
asal atay harta bersama yang bukan haknva tanpa sepengs-
tahuan salah satu pihak bahkan tidak jarang ada yvang
mengaunakan harta kekavaan perkawinan tanpa izin pihak
lain yvang kEemudian merugikan pihak ketigs .

Fergoalan ini timbul karena Uﬂdang"Unﬁang Ferlkawi-
nan masih memer lukan pengaturan lebibh lanjut agar secara
efektif dapat diterapkan. Hal ini memang diakal dan dia-
tur dalam UU MNo. 1 Tahun 1974 yvaitu dalam pasal &7 vang
menentukan sebagai beribkuat :

1. Undang-lUndang ini mulal berlaku pada tanggal diun-
darngkannya, yang pelaksanaannya efektif lebih lan-

. jutb akan diatur dengan Feraturan Femerintah.

2. HMal-hal dalam Undang-Undang ini vyang memarkukan
peraturan  pelaksanaan, diatur lebih lanjut olehb
Feraturan Femerintah.

Mamun demikian ﬁakalipun‘telah ditunjang dengan pEraturan
pemaerintahnya masih memiliki kelemahan. Jadi dalam hal

ini U perkawinan pembentukannya kwrang sesual dengan tu-



Juar dibentuknya undang-undang tersebut yaitu unifikasi
hukum yaitu berlakunya hukum bagi saluruh warga megara In-
donesia tanpa, memandang salabh satu ketuwrunan, suku bang-
sa dan agama yvang dianuwinya.

Fengaturan tentang harta kekayvaan perkawinan vang
terdiri dari harta bawaan/pribadi dan harta bersama
tersebut sedikit sekali dimana hanya diatur dalam tiga
pasal yaitu pasal 385, 36 dan 37 itupun hanya secara sing-
kat dan sifatnya kurang jelas, misalnya saja dalam pasal
7 yang berbunyi i Y Bila perkawinan putus karena perce-
raian, harta bersama diatur menurut hukumnya  masing-
masing". Hal inilah yvang merupakan masalah tersendiri
yvang perlu diadakan penelaahan mengingat masih diparlukan
pengaturannya didalam undang-undang sebelumnya. Untuk me-
lengkapi kekurangan dan kelemahan tersebut pEmbentul un-
dang-undang melengkapi dengan pasal &b dari undang-undang
tersebut yang intinya bahwa peraturan yang telah ada te—
tap berlaku sepanjang UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur-—
nya. Dalam hal ini adalah tentang pengaturan penggunasn
Marta beEresama sasctal dengan hak masing-masing.

Tujuan pernelitian adalah wotuk menemukan jawaban
dari permasalahan, yang dapat digunakan sebagai bahan
uritulk penyusunan skripsi. Sehingga kebenaran dari skripsi
ini dapat dipertanggungiawabkan, khususnya tentang

pengaturan penggunaan harta kebayaan perkawinan HESUAL



dangan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang— -
Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Dalam pembahasan permasalahan yvang sava tulie
dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan vidriois
normatif, yaitu p@ﬁdekatan‘maﬁalah vang dhidasarkan dengan
meniniau peraturan perundangan yang berkaitan dengan
permasalahan dalam skripsi ini.

FPada skripsi sava menggunakan sumber dats B imer
yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yaituhukum varg
berlaku dalam kehidupan masyarakalt dan peraturan
perundang—undangan yang ada hubunganya dengan harta
kelkayvaan perkawinan misalnya W No. 1 Tahun 1974 dan
Yurisprisdensi serta putusan pengadilan, sedangkan bahan
hubkum sekunder yaitu bahan hukum yvang sifatnya
manjelaskan bahan hukum primer, antara laing buku, hasil
karya ilmiah, majalah serta baban ftertulis lainnya vang
terdapat pada perpustakaan UBAYA maupun milik pribadi.

Setelah data-data sayva peroleh kemudian sava
Flagifikasikan dan saya analisis dengan menggunakan
metode dedubktif vaitu bertolak dari hal-hal yvana bersifat
umuim ke hal-hal yang bersifat khusus, yaitu dengan
mempelajari teori-teori dan pasal-pasal dalam EUH Ferdata
ternitang harta kekavaan perkawinan yang dikaitkan
dengan parmasalahan yvang dibehas dan penerapanrva dalam

praktek. Sedangkan analisa dafanya dilakukan dengan



mEnggunakan metode kwalitatif dan komparatif vaitu pene-
litian vang menghasilikan data diskriptif dalam rangka
memperoleh hasil vang memadal, dalam arti membandingkan
hak dan kewajiban suami istri terbhadap harta kekayvaan
perkawinan padé beberapa hukum oleh karena itu hasil
studi vang diperoleh dari kepustakaan yang sava sampaikan
galam skripsi ini adalah merupakan penggabungan dari
atudi kepustakaan hubkum adat, hubum Islam dan hukum
perdata vang ada kaltannva dengan U No. 1 Tahun 1974
tentang tinjauan yuridis pengaturan penggunaan harta
ksbkavaan perkawinan sabagal konsebkwensi atas hak dan
kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Hal ini
dimaksudkan untulk mendapatkan kebenaran, sehingga dengan
demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dalam skripsi
irnia

Jadwal waktu yang digunakan dalam penelitian wituk
mencari data dibagi dalam beberapsa fase, yaitu:

~ fame pengumpulan data s & bulan

~- ftase pengolahan data 1 bulan
- fase laporan 1 1 bhulan

Hamil dari penslitian skripsi ini babhwa W FPerkawinan
Masiomnal vang berbtubungan dengan harta perkawinan tidak
menutup kemungkinan untubk adanya peraturan pelaksanaan
Fukwn pericawinan yang berbeds untuk golongan tertentu

ipasal 37 U No. 1 Tatun 1974) "...diatur mernurat



hubumnya masing-masing"” atauw kata tersbut dapat
ditafsirkan babhwa masih ada kemungkinan hubum barta
perkawinan vang salama ini berlaku urntuk masing-masing
golongan penduduk tetap dipakai sebagai peraturan
pelaksanaannya.

Akhirnys dapat ditarik kesimpulan, bahwa penger-—
tian harta kekayaan perkawinan baik vang berdasarkan UU
No. 1 Tahun 1974, hukum adat, hukum Islam dan EUH Fdt
kesenuannya itu pada pokoknya adalah mempunyail pengertian
yang hampir sama, jikalaupun ada terdapat perbedaan-per-
bedaan tetapi bukan merupakan hal yang prinsip. Dengan
demikian tentang hak dan kewajiban suami istri fterhadap
harta kekayaan dalam perkawinan dapat disimpulkan sebagai
berikut: hak den kewajiban suami istei tarhadap harta ke-
kayaan perkawinan pada harta asal mempunyail hak yvang mut-
lak sedangkan pada harta bersama mempumyai hak vang ssim—

bang.



